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SASARAN PROGRAM (SP) PENANGGUNG JAWAB

SP.WA.4 Meningkatnya Penerapan Reformasi IKU
Bikrokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Sekretariat Jenderal dan
Seluruh Unit Eselon |

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 4.1 Nilai Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .,

82

DEFINISI

berdasarkan hasil evaluasi internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkup
Kementerian Hukum dan HAM oleh Inspektorat Jenderal. Hail evaluasi tersebut
selanjutnya akan di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi

Reformasi Birokrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian
PANRB

SUMBER DATA

Kementerian Hukum dan
HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai
maksimal 100.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi RB General Kementerian Hukum dan HAM tahun berjalan untuk
komponen hasil dari surat hasil evaluasi RB yang diberikan Kementerian PANRB

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN PBOGRAM (SP) . PENANGGUNG JAWAB
SP.WA.4 Meningkatnya Penerapan Reformasi IKU

Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Sekretariat Jenderal dan
Seluruh Unit Eselon |

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Target 2024
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup
Kementerian Hukum dan HAM oleh Inspektorat Jenderal. Hail evaluasi tersebut
selanjutnya akan di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi

Reformasi Birokrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi .
Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian Kementerian Hukum dan
PANRB HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai
maksimal 10.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM tahun berjalan
untuk komponen hasil dari surat hasil evaluasi RB yang diberikan Kementerian PANRB

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact



KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1552.1 Meningkatnya Citra Positif Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

PENANGGUNG JAWAB
IKU

Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama

ISK 1552.1.1 Persentase Sentimen Positif terhadap
Total Sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Target 2024

100%

DEFINISI

1. Sentiment positif adalah persepsi positif yang dipercayai/diyakini publik yang
berdampak terhadap kepecayaan publik kepada KemenkumHAM

2. Total sentiment adalah jumlah sentiment baik positif, negatif, maupun netral
terhadap publikasi yang dilakukan oleh KemenkumHAM

3. Publikasi KemenkumHAM adalah kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh
humas di lingkup KemenkumHAM melalui kanal website dan media sosial resmi

KemekumHAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan pengukuran sentimen positif

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

_ Jumlah sentimen positif atas publikasi KemekumHAM

X 100%

X

Total sentimen atas publikasi KemenkumHAM

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

. Tentukan media analytic yang akan digunakan

1

2. Masukkan parameter perhitungan sentiment atas publikasi KemenkumHAM

3. Ambil data hasil perhitungan sentimen positif serta total sentimen

4. Hitung Persentase sentimen positif terhadap total sentimen terkait Publikasi
Kementerian Hukum dan HAM menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal




TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1552.1 Meningkatnya Citra Positif Kementerian IKU
Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.1.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan
Kewilayahan terhadap Layanan Administrasi Kerja Target 2024
Sama 3,10 Indeks

DEFINISI

-

e Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan
Administrasi Kerja Sama yang diberikan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama pada
tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Administrasi Kerja Sama diukur untuk
setiap layanan Administrasi Kerja Sama yang diberikan Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Administrasi Kerja Sama diukur
berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

Kejelasan informasi layanan (L2)

Kemudahan prosedur layanan (L3)

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

©NOOREWN

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA
Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap Biro Humas, Hukum dan
layanan Administrasi Kerja Sama Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

____________________________________________________________________________________________________________|
Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)



2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh
responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Xf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)

(&)}

. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - Ilkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter - jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama



CATATAN KHUSUS
|

KONVERSI IKU
C__________________________________________________________________________

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1552.2 Meningkatnya kualitas layanan advokasi IKU
hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.2.1 Persentase layanan advokasi hukum —
litigasi yang diberikan terhadap total permintaan Target 2024
100%

DEFINISI

-

1. Layanan advokasi hukum litigasi adalah serangkaian kegiatan bantuan hukum dalam
rangka penyelesaian permasalahan hukum di lingkup pengadilan.

2. Indikator ini mengukur banyaknya layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan
terhadap total permintaan layanan advokasi hukum litigasi yang masuk maupun
gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang terima KemenkumHAM dan
sesuai dengan kewenangan dari Sekretariat Jenderal KemenkumHAM.

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan layanan advokasi hukum litigasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

_ Jumlah layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan

X 100%

Total permintaan layanan advokasi hukum litigasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1.  Ambil data layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan pada tahun berjalan

2. Ambil ada permintaan layanan advokasi hukum litigasi pada tahun berjalan

3. Hitung persentase layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan terhadap total
permintaan menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

IKU
SK.1552.2 Meningkatnya kualitas layanan advokasi ,
X Biro Humas, Hukum dan
hukum Kementerian Hukum dan HAM Kerja Sama

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.2.2 Persentase layanan advokasi hukum Target 2024
non litigasi yang diberikan terhadap total permintaan
(J

DEFINISI

1. Layanan advokasi hukum non litigasi adalah serangkaian konsultasi,
pertimbangan hukum, telaah/analisis hukum, dan bantuan hukum dalam rangka
penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan.

2. Indikator ini mengukur banyaknya layanan advokasi hukum non litigasi yang
diberikan terhadap total permintaan layanan advokasi hukum non litigasi yang
masuk.

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan layanan advokasi hukum non litigasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

_ Jumlah layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan

x 1009
Total permintaan layanan advokasi hukum non litigasi o

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan pada tahun berjalan

2. Ambil ada permintaan layanan advokasi hukum non litigasi pada tahun berjalan

3. Hitung persentase layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan terhadap total
permintaan menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1552.2 Meningkatnya kualitas layanan advokasi IKU
hukum Kementerian Hukum dan HAM

Biro Humas, Hukum dan
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) Kerja Sama

ISK 1552.2.3 Persentase putusan perkara yang

dimenangkan Target 2024

85%

DEFINISI

I ———
Indikator ini mengukur jumlah putusan pengadilan yang telah dimenangkan terhadap total
perkara hukum litigasi yang ditangani sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal.

SUMBER DATA

Mahkamah Agung dan Biro
Humas, Hukum dan Kerja
Sama

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Putusan pengadilan yang dimenangkan dan laporan
penanganan perkara yang ditangani

FORMULA / CARA MENGHITUNG

_ Jumlah perkara hukum yang dimenangkan

%X 1009
Total perkara yang ditangani &

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data perkara hukum yang dimenangkan pada tahun berjalan

2. Ambil data jumlah total perkara hukum yang ditangani pada tahun berjalan

3. Hitung Persentase putusan perkara yang dimenangkan menggunakan formula di
atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize




PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi (3 tahun terakhir)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)
SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber | | PENANGGUNG JAWAB
Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak | | IKU

Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Biro Sumber Daya Manusia
kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Daya

Manusia
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
ISK 1553.1 Indeks Merit Sistem 380

DEFINISI IKK

1. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

2. Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian
penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.

3. Berdasarkan PermenpanRB no. 40/2018 sistem merit diukur berdasarkan delapan
aspek:

Perencanaan kebutuhan ASN

Pengadaan ASN

Pengembangan karier

Promosi dan mutasi

Manajemen kinerja

Penggajian, penghargaan, dan disiplin

Perlindungan dan pelayanan

Sistem informasi

SQ P o0TY

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Hasil penilaian mandiri oleh KemenkumHAM dan
diklarifikasi oleh Komisi ASN

SUMBER DATA
Komisi ASN

FORMULA / CARA MENGHITUNG
-
Berdasarkan PermenpanRB no. 40 tahun 2018 dan Peraturan Komisi ASN no. 9 tahun

2019

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
I ———
Ambil data indeks sistem merit berdasarkan Keputusan Komi si A paratur Sipil Negara

tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia




LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahunan (2 tahun sekali) = untuk tahun yang tidak dilakukan pengukuran indeks sistem
merit, maka digunakan capaian tahun sebelumnya atau capaian berdasarkan penilaian
mandiri.

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Kementerian PAN RB dan Komisi ASN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia (penilaian mandiri) dan Komisi ASN (eksternal)

CATATAN KHUSUS

e Perhitungan sistem merit oleh komisi ASN dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sekali
e Untuk tahun yang tidak dilakukan pengukuran indeks sistem merit, maka digunakan
capaian tahun sebelumnya atau capaian berdasarkan penilaian mandiri.

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Ill Triwulanan IV

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber PENANGGUNG JAWAB
Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak IKU

Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon |

dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Lﬁon

Daya Manusia 65

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1553.2 Indeks Profesionalitas ASN
. yang menggambarkan kualitas

ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan
pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Indeks Profesionalitas ASN diukur melalui 4 dimensi
a. Kualifikasi
b. Kompetensi
c. Kinerja
d. Disiplin
3. Acuan Indeks Profesionalitas ASN: Perka BKN no. 8 tahun 2019 dan
PermenpanRB no. 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Screenshoot Nilai IPASN (https://siasn-
instansi.bkn.go.id/layananIP/nilaiASN)

SUMBER DATA
BKN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan sesuai Perka BKN no. 8 tahun 2019 dan PermenpanRB
no. 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Lihat indeks profesionalitas ASN Kemenkumham pada website SIASN BKN
((https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP/nilaiASN))

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun sebelumnya yang dinilai pada tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
KemenpanRB dan BKN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
BKN

CATATAN KHUSUS

Indeks ini diukur setiap tahun dan hasilnya sangat bergantung kepada pembaharuan
data yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

Daya Manusia

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber PENANGGUNG JAWAB
Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak IKU

Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon | Biro Sumber Daya Manusia
dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
.
ISK.1553.3 Indeks kepuasan kerja ASN e,

Kemenkumham

3.1

DEFINISI

-
Indikator ini mengukur tingkat kepuasan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian
Hukum dan HAM pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM diukur berdasarkan 5 (lima)
parameter, meliputi:

1. Persepsi kepuasan secara umum

2. Faktor fisik, meliputi:

a.
b.
C.
d.

Fungsionalitas ruangan (ruang pertemuan dan ruang kerja)
Ketersediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja
Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) kantor

3. Faktor psikologis, meliputi:

S@e ™ e oo T o

Gaya manajemen/kepemimpinan yang diterapkan (management style)
Kebebasan dalam bekerja

Pengakuan karyawan

Tantangan pekerjaan

Pengembangan diri

Pengembangan karir

Konteks dan kompleksitas pekerjaan

Konsentrasi dalam bekerja

Beban kerja

Waktu kerja

Kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki
Kepuasan terhadap layanan Biro Kepegawaian

4. Faktor Sosial, meliputi:




a. Hubungan kerja (dengan bawahan, atasan, rekan kerja, penerima layanan)
b. Transparansi

5. Faktor finansial, melalui take home pay yang diterima

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran Indeks kepuasan kerja
ASN KemenkumHAM

SUMBER DATA
Biro Sumber Daya Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG
I ——
Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh
responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)

o b

. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - Ikuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
C |

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter = jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

wn

LEVEL KINERJA
|

Taktikal




TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber
Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon |
dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber
Daya Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

PENANGGUNG JAWAB
IKU

Biro Sumber Daya Manusia

ISK.1553.4 Indeks kepuasan UKE 1 dan kewilayahan
terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

Target 2024

3.1

DEFINISI

-
¢ Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro

Kepegawaian yang diberikan Biro Kepegawaian pada tahun berjalan.

o Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Kepegawaian diukur untuk setiap
layanan Biro Kepegawaian yang diberikan Biro Kepegawaian pada tahun berjalan.

o Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Kepegawaian diukur berdasarkan

beberapa parameter, meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
Kejelasan informasi layanan (L2)
Kemudahan prosedur layanan (L3)
Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

N RALDN =

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap
layanan Biro Sumber Daya Manusia

SUMBER DATA

Biro Sumber Daya Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot

seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh




responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)

5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - lkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter - jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. lkuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia



CATATAN KHUSUS
|

KONVERSI IKU
C__________________________________________________________________________

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1554 Meningkatnya kualitas pengelolaan IKU
keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Biro Keuangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1554.1 Opini BPK atas laporan keuangan Target 2024

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WTP (opini)

DEFINISI
-
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan (iv)
efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 opini yang dapat diberikan:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi
keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CALK sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi
keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CALK sesuai prinsip
akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

3) Tidak Wajar (TW)
Opini Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan
yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi
(salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material
dan pervasive (berpengaruh secara keseluruhan).

4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
Tidak Memberikan Pendapat adalah kondisi ketika terjadi pembatasan lingkup yang
luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai
sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Dasar Hukum dari Opini BPK adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memberikan
opini, BPK melakukan suatu Pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan standar
yang mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) berdasarkan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017.



BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK BPK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan dilakukan oleh BPK melalui proses audit yang menghasilkan LHP

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Pengambilan data didasarkan pada opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Perrhitungan dilakukan pada laporan keuangan periode tahun anggaran sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
BPK

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
BPK

CATATAN KHUSUS

1. Selain opini BPK, progres tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga menjadi hal
yang waijib untuk dilaksanakan oleh seluruh Satker.

2. Selain itu, berdasarkan PermenpanRB no.3 tahun 2023, tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK menjadi salah satu indikator hasil pada penajaman roadmap
RB tahun 2020-2024.



KONVERSI IKU
|

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1554 Meningkatnya kualitas pengelolaan || PENANGGUNG JAWAB
keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian || IKU
Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Keuangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1554.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Target 2024

kewilayahan terhadap layanan Biro Keuangan i

DEFINISI
|
e Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro

Keuangan yang diberikan Biro Keuangan pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Keuangan diukur untuk setiap
layanan Biro Keuangan yang diberikan Biro Keuangan pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Keuangan diukur berdasarkan
beberapa parameter, meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

Kejelasan informasi layanan (L2)

Kemudahan prosedur layanan (L3)

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

NSO~

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap
layanan Biro Keuangan

SUMBER DATA
Biro Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG
I ——
Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh




responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - lkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter - jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Keuangan



CATATAN KHUSUS
|

KONVERSI IKU
C__________________________________________________________________________

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1554 Meningkatnya kualitas pengelolaan || PENANGGUNG JAWAB
keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian || IKU
Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Keuangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1554.3 Indikator Kualitas Pengelolaan Anggaran Target 2024
(IKPA) - —

96

DEFINISI
C |

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga. Indikator tersebut memperhitungkan beberapa aspek
yaitu :

1. Aspek Kualitas perencanaan anggaran
Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang
direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA yang terdiri atas indikator Revisi DIPA dan
Deviasi Halaman Il DIPA.

2. Aspek Kualitas pelaksanaan anggaran
Aspek ini menilai kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang pelaksanaan anggaran. Adapun indikator dalam aspek ini yaitu Penyerapan
Anggaran,Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan
Dispensasi SPM.

3. Aspek Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
Aspek ini menilai terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan
pembayaran dengan indikator yaitu Capaian Output.

Reformulasi IKPA melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-
5/PB/2022 Tahun 2022 telah dilakukan dengan merubah tata cara penilaian kinerja
pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap
menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Perubahan tersebut bertujuan untuk:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian
kinerja pelaksanaan anggaran.

2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.

3. Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada
satuan kerja, Eselon |, dan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya berdasarkan
alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

SUMBER DATA

Ditjen Perbendaharaan
Kemenkeu

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan Monitoring dan Evaluasi IKPA




FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan formula perhitungan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
Per-5/PB/2022 Tahun 2022

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Pengambilan data nilai IKPA dilakukan dengan login pada website
https://spanint.kemenkeu.go.id dengan mengklik menu MONEVPA

2. Klik menu Indikator Pelaksanaan Anggaran, lalu pilih Sub Menu Indikator

Pelaksanaan Anggaran KL

Isi Periode IKPA

Layar akan menampilkan nilai setiap Indikator IKPA serta nilai Total IKPA

Nilai IKPA dilaporkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi IKPA

ok w

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target
Indikator Konversi* Triwulanan Triwulanan
| |

Target Target

Triwulanan lll  Triwulanan IV




Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1555.1 Meningkatnya kualitas implementasi IKU
SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Biro Perencanaan
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.1.1 Nilai SAKIP Kementerian Hukum dan

BB (Predikat)

DEFINISI
-
Indikator ini merepresentasikan hasil implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penilaian SAKIP dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, implementasi SAKIP diukur
berdasarkan 4 (empat) komponen dimana masing-masing komponen ditentukan oleh 3
(tiga) subkomponen dengan bobot yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel
berikut ini.

KEBERADAAN KUALITAS PEMANFAATAN TOTAL
PERENCANAAN KINERJA 6% 9% 15% 30%
PENGUKURAN KINERJA 6% 9% 15% 30%
PELAPORAN KINERJA 3% 4,5% 7,5% 15%
NILAI AKIP 20% 30% 50% 100%

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan
HAM dari Kementerian PANRB

SUMBER DATA
Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan Menpan RB berdasarkan Permen PANRB nomor 88
tahun 2021




CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian Menpan RB terhadap evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan
HAM

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

Untuk komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), serta pelaporan
kinerja (15%) menjadi tanggung jawab biro perencanaan Sekretariat Jenderal.

Sedangkan untuk komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) menjadi
tanggung jawab Inspektorat Jenderal.

KONVERSI IKU



Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.1 Meningkatnya kualitas implementasi PENANGGUNG JAWAB
SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia IKU
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) Biro Perencanaan

ISK 1555.1.2 Persentase rekomendasi yang
ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang | |
diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan 80%

SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang
diberikan KemenpanRB berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup
Kementerian Hukum dan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemenkumham

SUMBER DATA
Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% rekomendasi tindak lanjut SAKIP = (rekomendasi tindak lanjut SAKIP
Kemenkumham yang dilaksanakan/total rekomendasi tindak lanjut SAKIP yang
diberikan Menpan RB) x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut SAKIP Kemenkumham

2. Ambil data rekomendasi tindak lanjut SAKIP yang diberikan Menpan RB

3. Hitung Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi
yang diberikan Menpan RB terkait pelaksanaan SAKIP Kemenkumham
menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

Untuk komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), serta pelaporan
kinerja (15%) menjadi tanggung jawab biro perencanaan Sekretariat Jenderal.

Sedangkan untuk komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) menjadi
tanggung jawab Inspektorat Jenderal.

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1555.2 Meningkatnya kinerja anggaran satuan || IKU
kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Perencanaan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
.
ISK 1555.2.1 Indeks Kualitas Perencanaan

Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3,1

Manusia

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan kualitas perencanaan penganggaran di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian
PPN/ Bappenas yaitu memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun.

Penilaian dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan dalam hal Integrasi dan
sinkronisasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Dokumen Hasil Penilaian Perencanaan SUMBER DATA
Pembangunana Nasional (IPPN) beserta Biro Perencanaan
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kemenkumham

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Dokumen Hasil Penilaian Perencanaan Pembangunana Nasional (IPPN) beserta
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Kemenkumham.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Dari Kementerian PPN/ Bappenas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN/ Bappenas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN/ Bappenas

CATATAN KHUSUS

Aspek Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan
pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di
tingkat K/L pusat. Komponen dari integrasi terdiri atas kepatuhan Renstra K/L terhadap
RPJMN, konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L, dan kepatuhan Renja K/L terhadap
RKP.

Aspek Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran
kementerian untuk membiayai Rincian Output Prioritas yang ditetapkan dalam rencana
kerja serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas Dokumen Perencanaan.
Komponen sinkronisasi terdiri atas Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian
Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan, Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan
Pagu Anggaran Renja K/L, dan Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian
Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.2 Meningkatnya kinerja anggaran satuan PENANGGUNG JAWAB
kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia IKU
Biro Perencanaan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK 1555.2.2 Rata-rata Capaian Kinerja Satuan Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Target 2024
(SMART) o8

95

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan capaian kinerja anggaran berdasarkan penilaian yang
dilakukan oleh DJA Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART.

Indikator ini diukur di level kementerian hingga satuan kerja.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil tangkap layar (screenshot) nilai kinerja
anggaran Kemenkumham pada aplikasi SMART.

SUMBER DATA
Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan di aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengambil hasil tangkap layar (screenshot) nilai kinerja anggaran Kemenkumham pada
aplikasi SMART.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize




PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

SK.1555.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar
pelayanan  publik dan efektifitas organisasi

PENANGGUNG JAWAB
IKU

Biro Perencanaan

ISK.1555.3.1 Indeks Pelayanan Publik

Target 2024 ‘

4,52

DEFINISI

|
Indikator ini merepresentasikan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas pelayanan barang, jasa dan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah
Kementerian Hukum dan HAM melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) (PermenpanRB No 29 Tahun 2022 &

Permenpan RB No 4 Tahun 2023).

Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 (enam) aspek pemantauan dan
evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (Pedoman MenpanRB No 5 tahun

2023) meliputi:

Kebijakan Pelayanan (24%)
Profesionalisme SDM (25%)

Sarana dan prasarana (18%)

Sistem informasi pelayanan publik (11%)
Konsultasi dan pengaduan (10%)
Inovasi (12%)

ook wh =

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

KepmenpanRB tentang hasil pemantauan dan
evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di
Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun
2023

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti ketentuan Pedoman MenpanRB 5 tahun 2023




CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengambil hasil penilaian IPP Kemenkumham berdasarkan hasil penilaian pemantauan
dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar | | PENANGGUNG JAWAB
pelayanan publik dan efektifitas organisasi || 1KU

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Target 2024

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) 82,5
ISK.1555.3.2 Nilai kepatuhan terhadap standar

pelayanan publik

S —
Indikator ini merepresentasikan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik

yang diberikan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan
maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana prasarana,
peningkatan kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit
pelayanan publik, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan peraturan ombudsman no. 22 tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan
terhadap standar pelayanan publik, maka kepatuhan terhadapa standar pelayanan publik
dinilai berdasarkan 10 variabel, yaitu:

1. Standar pelayanan

2. Maklumat layanan

3. Sistem informasi pelayanan publik
4. Sarana prasarana dan fasilitas
5. Pelayanan khusus

6. Pengelola pengaduan
7. Penilaian kinerja

8. Visi, misi, dan moto pelayanan
9. Atribut

10.Pelayanan terpadu

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia SUMBER DATA
tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Biro Perencanaan
Pelayanan Publik Tahun 2023

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti ketentuan Peraturan Ombudsman No. 22 tahun 2016 tentang Penilaian
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik



CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengambil data hasil penilaian nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari
Ombudsman

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Ombudsman

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi IKU
Manusia serta layanan internal Biro Perencanaan Biro Perencanaan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.4.1 Persentase rekomendasi yang _
ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang Target2024 ‘
diberikan Kemenpan RB terkait pelaksanaan RB 80%

Kementerian Hukum dan HAM

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang
diberikan KemenpanRB berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup
Kementerian Hukum dan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
berdasarkan hasil evaluasi RB Kemenkumham

SUMBER DATA
Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% rekomendasi tindak lanjut RB = (rekomendasi tindak lanjut RB Kemenkumham yang
dilaksanakan/total rekomendasi tindak lanjut) x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut RB Kemenkumham

2. Ambil data rekomendasi tindak lanjut RB Kemenkumham berdasarkan evaluasi
yang dilakukan

3. Hitung persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi
yang diberikan Menpan RB terkait pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan
HAM menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU
|
. . Target Target Target Target

*
ety Triwulanan| Triwulanan Il  Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1555.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi IKU
Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia serta layanan internal Biro Perencanaan

Biro Perencanaan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
s
ISK 1555.4.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon | dan T

kewilayahan terhadap layanan Biro Perencanaan 3,10

DEFINISI
|
e Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro

Perencanaan yang diberikan pada tahun berjalan.

o Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Perencanaan diukur untuk setiap
layanan Biro Perencanaan yang diberikan pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Perencanaan diukur berdasarkan
beberapa parameter, meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

Kejelasan informasi layanan (L2)

Kemudahan prosedur layanan (L3)

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

NN~

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap
layanan Biro Perencanaan

SUMBER DATA
Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG
|
Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh




responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - lkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter - jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan



CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang IKU
milik negara serta pengadaan barang dan jasa

Biro Pengelolaan BMN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1556.1 Indeks kepuasan UKE 1 dan kewilayahan
ternadap layanan Biro Pengelolaan BMN dan Target 2024

Pengadaan Barang/ Jasa 3,10

DEFINISI
|
e Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro

Pengelolaan BMN yang diberikan Biro Pengelolaan BMN pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN diukur untuk
setiap layanan Biro Pengelolaan BMN yang diberikan Biro Pengelolaan BMN pada
tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN diukur
berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

2. Kejelasan informasi layanan (L2)

3. Kemudahan prosedur layanan (L3)

4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)

8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap

layanan Biro Pengelolaan BMN Biro Pengelolaan BMN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

I ———

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)




2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh
responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Xf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)

(&)}

. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - Ilkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter - jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Biro Pengelolaan BMN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Biro Pengelolaan BMN



CATATAN KHUSUS
|

KONVERSI IKU
C__________________________________________________________________________

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



PENANGGUNG JAWAB
IKU

Biro Pengelolaan BMN

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang
milik negara serta pengadaan barang dan jasa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1556.2 Nilai kualitas pengelolaan aset Target 2024

3,30

DEFINISI

1. Acuan: PP 27/2014, PMK 207/2021, dan KMK 127/2022
2. Indikator ini meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan aset/BMN
dalam bentuk indeks.
3. Indikator ini dinilai berdasarkan 8 (delapan) parameter:
a. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Pusat terkait BMN
pada K/L (5%)
. Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN (15%)
Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RK BMN (10%)
. Asuransi BMN (15%)
. Tindaklanjut pengelolaan BMN (15%)
Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (15%)
. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%)
. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (10%)

STQ 0 Q0T

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dinas dari Kemenkeu tentang hasil penilaian
indeks kualitas pengelolaan asset KemenkumHAM

SUMBER DATA
Kemenkeu

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan KMK no. 127/KM.6/2022 tentang indikator kinerja pengelolaan BMN tahun
2022

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil penilaian indeks kualitas pengelolaan aset KemenkumHAM dari
Kemenkeu
2. Hitung capaian kinerja dari Nilai kualitas pengelolaan aset

LEVEL KINERJA
Taktikal




TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kemenkeu

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kemenkeu

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang IKU
milik negara serta pengadaan barang dan jasa Biro Pengelolaan BMN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) _
Target 2024
ISK.1556.3 Nilai tata kelola pengadaan e S —

Sangat Baik (Predikat)

DEFINISI

1. Acuan: Surat Edaran LKPP no.4/2021
2. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan s/d serah terima hasil pekerjaan
3. Indeks tata Kelola pengadaan diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu:
a. Pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari: SIRUP, e-Tendering, e-
Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, e-Kontrak, dan toko daring
b. Kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa (SDM PBJ)
c. Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA
Hasil penilaian dari LKPP LKPP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan SE LKPP no0.4/2021 tentang indeks tata kelola pengadaan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Indeks tata kelola pengadaan berdasarkan hasil penilaian LKPP
2. Hitung capaian indikator Indeks tata kelola pengadaan (Realisasi/target)

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
LKPP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
LKPP

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang IKU
milik negara serta pengadaan barang dan jasa Biro Pengelolaan BMN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1556.4 Persentase pengendalian peningkatan Target 2024

penggunaan produk dalam negeri (PDN) 95.00

DEFINISI

1. Acuan: Inpres no.2/2022
2. Indikator ini mengukur penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan

barang/jasa pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Laporan realisasi penggunaan PDN dalam ,
pengadaan barang/jasa KemenkumHAM Biro Pengelolaan BMN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

_ Jumlahrealisasi PDN dalam pengadaan barjas tahun sebelumnya

= %X 1009
x Total pengadaan barjas pada tahun sebelumnya o

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data realisasi PDN dalam pengadaan barang/jasa tahun sebelumnya
2. Ambil data total pengadaan barang/jasa pada tahun sebelumnya
3. Hitung persentase penggunaan produk dalam negeri menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan (untuk mengukur realisasi tahun sebelumnya)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Biro Pengelolaan BMN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Biro Pengelolaan BMN

CATATAN KHUSUS

Pengukuran penggunaan PDN dilakukan untuk mengukur implementasi penggunaan
PDN tahun sebelumnya (t-1).

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



PENANGGUNG JAWAB
SASARAN KEGIATAN (SK) IKU
SK.1557.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Biro Umum

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.1.1 Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip Target 2024

A (Kategori)

DEFINISI

1. Perka ANRI n0.6/2019
2. Pengawasan kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian
antara, prinsip, kaidah, standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
3. Indeks kualitas pengelolaan arsip merupakan nilai dan kategori atas hasil
pengawasan kearsipan yang dinilai berdasarkan dua aspek:
a. 60% berdasarkan nilai pengawasan kearsipan eksternal
b. 40% berdasarkan nilai pengawasan kearsipan internal

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER.DATA .
Arsip Nasional Republik

Surat Dinas tentang nilai hasil pengawasan kearsipan Indonesia (ANRI)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan Perka ANRI no.6/2019 tentang pengawasan kearsipan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil pengawasan kearsipan dari ANRI
2. Hitung capaian indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
ANRI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Ekternal: ANRI
Internal: KemenkumHAM

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)
SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan || PENANGGUNG JAWAB
Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, || IKU

protokol dan pengamanan, serta layanan internal Biro Umum
Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
ISK.1557.2.1 - 100

Persentase Layanan Tata Usaha
L . ! 100
Pimpinan yang diselesaikan

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan TU pimpinan yang
diberikan Biro Umum pada tahun berjalan terhadap total permintaan layanan TU
Pimpinan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA
Laporan pelaksanaan layanan TU pimpinan Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Layanan TU pimpinan yang diselesaikan pada tahun berjalan

x 100%

Total permintaan layanan TU pimpinan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1.  Ambil data layanan TU pimpinan yang diselesaikan pada tahun berjalan.

2. Ambil data permintaan layanan TU pimpinan pada tahun berjalan

3. Hitung Persentase Layanan TU Pimpinan yang diselesaikan menggunakan formula
diatas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)
SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan PENANGGUNG JAWAB
Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, IKU

protokol dan pengamanan, serta layanan internal
Sekretariat Jenderal

Biro Umum

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.15657.2.2 Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup
Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga Target 2024

3.1

DEFINISI
|
¢ Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat

Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga yang diberikan Biro Umum pada tahun
berjalan.

e Tingkat kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah
Tangga diukur untuk setiap layanan Rumah Tangga yang diberikan Biro Umum pada
tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah
Tangga diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

Kejelasan informasi layanan (L2)

Kemudahan prosedur layanan (L3)

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

NSO R~®LDD =

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan hasil survei kepuasan Unit Kerja lingkup SUMBER DATA
Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Biro Umum

Tangga

FORMULA / CARA MENGHITUNG
-
Cara manual menggunakan MS. Excel



—

. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh
responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(2(fn)) / ()

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - lkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter = jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

wn

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum



PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)
SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan || PENANGGUNG JAWAB
Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, IKU

protokol dan pengamanan, serta layanan internal Biro Umum

Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
ISK.1557.2.3 Persentase Layanan Tata Usaha yang  EEvveEEE—

diselesaikan 100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan TU yang diberikan pada
tahun berjalan terhadap total permintaan layanan TU.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA
Laporan pelaksanaan layanan Tata Usaha Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Layanan TU yang diselesaikan pada tahun berjalan

- x 100%
Total permintaan layanan TU

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1.  Ambil data layanan TU yang diselesaikan pada tahun berjalan.
2. Ambil data permintaan layanan TU pada tahun berjalan
3. Hitung Persentase Layanan TU yang diselesaikan menggunakan formula diatas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize




PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)
SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan PENANGGUNG JAWAB
Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, IKU

protokol dan pengamanan, serta layanan internal Biro Umum

Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK.1557.2.4 Indeks kepuasan layanan pengamanan 3.10
lingkup Kementerian Hukum dan HAM ’

DEFINISI
|
e Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan terhadap layanan protokol dan

pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan Biro Umum pada
tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan terhadap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian
Hukum dan HAM diukur untuk setiap layanan protokol dan pengamanan lingkup
Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan terhadap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian
Hukum dan HAM diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

Kejelasan informasi layanan (L2)

Kemudahan prosedur layanan (L3)

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

NGO AN =

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan SUMBER DATA

protokol dan pengamanan lingkup Kementerian Biro Umum
Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG
_____________________________________________________________________________________________________________|
Cara manual menggunakan MS. Excel




1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh
responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(2(fn)) / ()

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - lkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter = jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

wn

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum



CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)
SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan || PENANGGUNG JAWAB
Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, IKU

protokol dan pengamanan, serta layanan internal Biro Umum

Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)
ISK.1557.2.5 Persentase Layanan protokol yang  EEvveEEE—

diselesaikan 100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan protokol yang diberikan
pada tahun berjalan terhadap total permintaan layanan protokol.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA
Laporan pelaksanaan layanan protokol Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Layanan protokol yang diselesaikan pada tahun berjalan

- x 100%
Total permintaan layanan protokol

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan protokol yang diselesaikan pada tahun berjalan.
2. Ambil data permintaan layanan protokol pada tahun berjalan
3. Hitung Persentase Layanan protokol yang diselesaikan menggunakan formula diatas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize




PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan
Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha,
protokol dan pengamanan, serta layanan internal
Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.2.6 Indeks kepuasan unit Eselon Il lingkup
Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di
lingkungan Sekretariat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB
IKU

Biro Umum

Target 2024

3,10

DEFINISI

-
¢ Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit Eselon Il lingkup Sekretariat

Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal yang diberikan

Biro Umum pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan unit Eselon Il lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan
internal di lingkungan Sekretariat Jenderal diukur untuk setiap layanan internal di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan unit Eselon Il lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan
internal di lingkungan Sekretariat Jenderal diukur berdasarkan beberapa parameter,

meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
Kejelasan informasi layanan (L2)
Kemudahan prosedur layanan (L3)
Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

N>R~

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit Eselon Il lingkup
Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di
lingkungan Sekretariat Jenderal

SUMBER DATA
Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah
responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh
responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah
responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(2(fn)) / ()

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x (bn)
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - lkuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter = jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak
lebih dari 20 pertanyaan.

2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah
perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum



CATATAN KHUSUS
|

KONVERSI IKU
C__________________________________________________________________________

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan 1l Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5849 Meningkatnya implementasi SPBE di lingkup
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
kepuasan terhadap layanan Pusdatin

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5849.1 Nilai SPBE Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB
IKU

Pusat Data dan Teknologi
Informasi

Target 2024

Memuaskan (Predikat)

DEFINISI

|
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Monitoring dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh
Kementerian PANRB terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas 4

(empat) Domain, yaitu:
1. Domain Kebijakan

Evaluasi pada domain kebijakan dilakukan terhadap peraturan perundangundangan
atau penetapan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai rujukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
menyelenggarakan SPBE di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana
Teknis.

Domain Tata Kelola

Evaluasi pada domain tata kelola dilakukan terhadap prosedur (pedoman, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan, hingga SOP) yang merupakan turunan dari kebijakan
yang telah diterbitkan.

. Domain Manajemen

Evaluasi pada domain manajemen lebih menekankan pelaksanaan unsur-unsur
SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan, dan prosedur
yang telah ditetapkan serta menitikberatkan pada capaian output dari setiap unsur
SPBE.

. Domain Layanan

Evaluasi pada domain layanan dilakukan terhadap Layanan Publik SPBE dan
Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara SUMBER DATA
dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi SPBE KemenpanRB

pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun
2024

FORMULA / CARA MENGHITUNG

I ———
Menggunakan formula perhitungan sesuai yang tertera pada PermenpanRB 59/2020



CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data indeks SPBE Kemenkumham yang tertera pada Keputusan MenpanRB
tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun
2023;

2. Klasifikasikan Indeks SPBE Kemenkumham terhadap Predikat yang telah
ditentukan.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Mazimize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan (2 tahun sekali; untuk implementasi tahun sebelumnya dan tahun
berjalan)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

CATATAN KHUSUS

Penilaian indeks SPBE dilakukan 2 tahun sekali, dimulai dari tahun 2019, tahun 2021,
dan tahun 2023. Namun di akhir masa Kabinet Kerja, dilakukan penilaian pada tahun
2024 sebagai nilai akhir pengukuran indeks SPBE IPPD.

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV



Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN K!EGIATAN ‘SK) _ . PENANGGUNG JAWAB
SK 5849 Meningkatnya implementasi SPBE di IKU

lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan kepuasan terhadap layanan Pusdatin

Pusat Data dan Teknologi

Informasi
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) e
ISK.5849.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Target 2024
Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin 3,10

DEFINISI

Sesuai amanat Permenkumham 30/2021 tentang SPBE, Pusdatin melaksanakan tugas
koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam pelaksaannya Pusdatin akan memberikan
pelayanan kepada Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan dalam penyelenggaraan SPBE.

Tingkat kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan akan diukur berdasarkan tindak
lanjut dan respon yang diberikan Pusdatin terhadap laporan yang akan disampaikan
melalui Aplikasi IT-Help.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Hasil Survei Kepuasan UKE-1 terhadap
Layanan Pusdatin

SUMBER DATA
BSK Kemenkumham

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Akan disampaikan BSK Kemenkumham

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah laporan dan keluhan terhadap layanan Pusdatin berdasarkan
IT Help;

2. Ambil data tindak lanjut dan respon Pusdatin terhadap laporan dan keluhan;

3. Hitung tindak lanjut dan respon berdasarkan SOP IT-Help Pusdatin.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR
Proxy




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK Kemenkumham

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK Kemenkumham

CATATAN KHUSUS

Penilaian Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin tidak dilakukan terhadap seluruh
layanan dan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan melainkan merujuk pada
laporan/keluhan yang disampaikan oleh Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan melalui IT-
Help.

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi | | PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian || IKU

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) e
ISK 1558.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Target 2024
Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah 100%

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road
Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024
sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada Road
Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Divisi Administrasi Kantor
Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

. Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana
% Pelaksanaan Ren. Aksi RB = Yan yarg X 100%

Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kantor

Wilayah pada tahun berjalan.

Ambil data jumlah rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan

Kantor Wilayah.

3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor
Wilayah, dengan formula diatas

A

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS
Tidak ada

KONVERSI IKU

Target Target Target Target

Indikator Konversi*

Triwulanan | Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian IKU
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Target 2024 ‘

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.10
terhadap layanan kesekretariatan ’

DEFINISI
|

e Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang
diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan
kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

e Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter,
meliputi:

Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

Kejelasan informasi layanan (L2)

Kemudahan prosedur layanan (L3)

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

NN~

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup SUMBER DATA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah
terhadap layanan kesekretariatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG
|
Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot
seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x
Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala



dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta
jumlah responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
(Z(fn)) / (Zf)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (on) x
(bn)

5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS - Ikuti
petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual
menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter - jumlah total pertanyaan sebaiknya
tidak lebih dari 20 pertanyaan.

Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti
Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

wn

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Y
S
<

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS



KONVERSI IKU
|

Target Target Target Target

Indikator Konversi* . . . .
Triwulanan| Triwulanan Il Triwulanan Il Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



PENGAYOMAN

INSPEKTORAT
JENDERAL

P
SEMAKIN REFORMASI PEMAJUAN
LAK PAST[ HUK UM HAK ASASI MANUSIA




SASARAN PROGRAM (SP) PENANGGUNG JAWAB

SPWA.5 Meningkatnya Penerapan Reformasi IKU
Bikrokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah

Inspektorat Jenderal
INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal

20

DEFINISI
|
Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN
dan RB dengan bobot 25%.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah,
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan 4 komponen, yaitu:

1. Perencanaan kinerja (bobot 30%), meliputi:

a. Sub komponen keberadaan (bobot 6%)

b. Sub komponen kualitas (bobot 9%)

c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 15%)
2. Pengukuran kinerja (bobot 30%), meliputi:

a. Sub komponen keberadaan (bobot 6%)

b. Sub komponen kualitas (bobot 9%)

c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 15%)
3. Pelaporan kinerja (bobot 15%), meliputi:

a. Sub komponen keberadaan (bobot 3%)

b. Sub komponen kualitas (bobot 4,5%)

c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 7,5%)
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

a. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
b. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Surat hasil evaluasi SAKIP KemenkumHAM yang - Inspektorat Jenderal
diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB - Sekretariat Jenderal




FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88
Tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari Kementerian
PAN dan RB

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN dan RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kementerian PAN dan RB

CATATAN KHUSUS

1. Sebelum diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan penilaian SAKIP Kemenkumham,
dilakukan terlebih dahulu Evaluasi internal oleh APIP dengan mekanisme evaluasi berjenjang oleh
Tim Evaluator, di tingkat Kementerian dan Unit Utama.

Penilaian mandiri terlebih dahulu dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja secara berjenjang

sebagai berikut :

a. Tingkat satuan kerja dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Kanwil.

b. Tim Penilaian Mandiri tingkat Kanwil dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Sekretariat Jenderal

c. Tim Penilaian Mandiri tingkat Unit Utama dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Sekretariat

Jenderal

. Hasil Penilaian Mandiri disampaikan Sekretariat Jenderal kepada APIP

. Khusus terkait LKjlIP Kementerian sebagai salah satu unsur penilaian AKIP Kementerian Hukum
dan HAM, dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP.

. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai Aspek evaluasi AKIP internal Kementerian
Hukum dan HAM diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi
Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah |
s.d Inspektorat Wilayah VI.

N

o bW



KONVERSI ISP

Indikator Target Triwulan | | Target Triwulan | Target Triwulan | Target Triwulan
Konversi Il 1] v
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses




SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah IKU

Inspektorat Jenderal

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.2 Nilai komponen struktur dan proses
pada maturitas penyelenggaraan SPIP

Target 2024
0,802

DEFINISI

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu
komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI),
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang
dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas - Inspektorat Jenderal
SPIP Kementerian Hukum dan HAM - Sekretariat Jenderal




FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun
2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP khusus pada komponen struktur dan proses
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Sebelum dilakukan pernilaian mandiri SPIP, sekretariat jenderal dapat meminta
pendampingan kepada APIP;
. Dilanjutkan penilaian Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP Inspektorat Jenderal;
. Selanjutnya hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP disampaikan kembali
kepada Sekretariat Jenderal, untuk dilanjutkan surat pengusulan ke BPKP;
. BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Penilaian SPIP terintegrasi untuk Kementerian
Hukum dan HAM; dan
5. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai komponen struktur dan proses
pada maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi” diperoleh dari alokasi tindak lanjut
pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah | s.d. Inspektorat Wilayah VI.

w N

N



KONVERSI ISP

Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan 1l Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses




SASARAN PROGRAM (SP) PENANGGUNG JAWAB

SPWA.5 Meningkatnya Penerapan Reformasi IKU
Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

Inspektorat Jenderal

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko
Target 2024

3,0

DEFINISI

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari
perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:
1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan,;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen
Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian
PANRB

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No.5 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP pada komponen manajemen risiko indeks
Kemenkumham berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact




KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Penilaian Indeks Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh
BPKP saat melakukan penilaian SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM.

2. Untuk mendukung nilai Maturitas Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM,
APIP melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko satuan kerja. Evaluasi proses
Manajemen Risiko meliputi proses penetapan tujuan, idientifikasi risiko, analisa risiko,
evaluasi risiko, penanganan risiko (Rencana Aksi) dan pemantauan risiko termasuk
informasi dan konsultasi serta pelaporan risiko.

3. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Indeks Manajemen Risiko” diperoleh
dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah | s.d.
Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses




SASARAN PROGRAM (SP) PENANGGUNG JAWAB

SP.WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi IKU
Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

Inspektorat Jenderal

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.4 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Target 2024

3,0

DEFINISI

I —————————————————
Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala

upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar,
yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP
Kementerian Hukum dan HAM pada komponen Indeks
Efektivitas Penaenalian Korupsi (IEPK)

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal




FORMULA / CARA MENGHITUNG
Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No.5 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP pada komponen indeks efektivitas
pengendalian korupsi Kemenkumham berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

. Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dilakukan oleh BPKP saat

melakukan penilaian SPIP Terintegrasi.

2. Untuk mendukung penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Inspektorat

Jenderal melakukan :

a. Kegiatan pegawasan internal meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan
pengawasan lainnya;

b. Berperan sebagai Tim Penilai Internal dalam Pembangunan Zona Integritas
WBKWBBM;

c. Aktif melakukan upaya pengendalian risiko korupsi melalui : 1) Sosialisasi,
workshop, dan aktif belajar plus tema terkait pencegahan korupsi 2) Sertifikasi
oleh KPK terkait Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI),
sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR);



3) Sertifikasi 1SO 37001:2016 Bribery Management System (Sistem Manajemen
Penyuapan) dengan ruang lingkup seluruh kegiatan Pengawasan meliputi Audit,
Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya serta kegiatan Dukungan
Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.

4) Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi (IEPK)” Kemenkumham diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan

rencana aksi

peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas

pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah | s.d. Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP
-
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses




SASARAN PROGRAM (SP)

SPWA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi || PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah IKU
Inspektorat Jenderal

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Target 2024 |
Hukum dan Hak Asasi Manusia

3,1

DEFINISI

Nilai Kapabilitas APIP merepresentasikan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas
pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong
hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. (Peraturan
BPKP nomor 8 tahun 2021)
Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:
1. Komponen dukungan pengawasan (enabler) (60%), yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
a. Elemen-1 Pengelolaan SDM (30%);
b. Elemen-2 Praktik profesional (30%);
c. Elemen-3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%);
d. Elemen-4 Budaya dan hubungan organisasi (10%); dan
e. Elemen-5 Struktur dan Tata Kelola (20%).
2. Komponen aktivitas pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result) (40%), yang terdiri
dari elemen peran dan layanan APIP. (Elemen-6) dan HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian Kapabilitas
APIP Kementerian Hukum

SUMBER DATA
- Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No.8 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari
BPKP.

LEVEL KINERJA
Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact



KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Koordinator KAPIP adalah Inspoktorat Wilayah | dan Kelompok Substansi
Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2. Sebelum diusulkan ke BPKP diawali dengan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (PM KAPIP)
Kementerian Hukum dan HAM oleh Tim KAPIP Inspektorat Jenderal.

3. Tim KAPIP Inspektorat Jenderal dibagi 6 Pokja yaitu Pokja : Pengelolaan SDM, Praktik
Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur
dan Tata Kelola, serta Peran dan Layanan APIP, dan ditambah Pokja Kesekretariatan.

4. Tim Pokja KAPIP ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal dan teridiri dari
Inspektorat Wilayah | s.d VI dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

5. Selanjutnya hasil PM KAPIP disampaikan ke BPKP dengan surat Inspektur Jenderal

6. BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Penilaian KAPIP Kementerian Hukum dan HAM.

7. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai Kapabilitas APIP Kemenkumham” diperoleh
dari kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Kepegawaian

KONVERSI IKU

Indikator Target Triwulan 1 | Target Triwulan | Target Triwulan | Target Triwulan
Konversi 1l 1] v
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || IKU
kewenangan Inspektorat Wilayah | Inspektorat Wilayah |

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
: : Target 2024
ISK 1563.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan

rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal 90%
Kemenkumham sesuai Indikator ini mengukur tindak
lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah 1.

DEFINISI
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi

AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah |I.
Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN
dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi
kinerja instansi pemerintah).
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)

2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)

3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)
Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
x=a/b, dimana:
Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas
kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindak lanjuti sebagai “Pembilang” »(a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas
kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi SUMBER DATA
Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal - Inspektorat Wilayah |
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat

Wilayah |

FORMULA / CARA MENGHITUNG
-

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham
sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah | yang ditindaklanjuti

x 100%



Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah |

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah | yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah | pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan
HAM tahun 2020-2024.

3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi
AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah | menggunakan formula di
atas.

4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah | diperoleh dari
alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah |

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah |

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah |

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:

a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP
Kemenkumham
b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan
evaluasi internal
c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah



KONVERSI IKU

Indikator Target Triwulan | | Target Triwulan | Target Triwulan | Target Triwulan
Konversi Il 1] \"
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || 1KU
kewenangan Inspektorat Wilayah | Inspektorat Wilayah |

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
: . Target 2024
ISK 1563.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan -
rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan 90%
SPIP untuk komponen struktur dan proses pada

Inspektorat
Wilayah |

DEFINISI

____________________________________________________________________________________________________________________|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu
komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI),
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

- |
Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang

dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham
untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” dan

Jumlah rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk
komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut” » (b)



CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen
struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah | yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen
struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |I.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |
menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah |

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah |

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat
disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (Zl) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.

3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |
diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah |

KONVERSI IKU



Indikator
Konversi

Target Triwulan |

Target Triwulan
Il

Target Triwulan
1]

Target Triwulan
v

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai Inspektorat Wilayah |
kewenangan Inspektorat Wilayah |

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1563.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan 90%
rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di
Inspektorat Wilayah |.

DEFINISI
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko

di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian

pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;

2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM,
Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan

3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah |

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah |

FORMULA / CARA MENGHITUNG
- _______________________________________________________________|

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah | yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |



CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen
struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah | yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen
struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah 1.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |
menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah |

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah |

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat
disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (Zl) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.

3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah |
diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah |



KONVERSI IKU

Indikator Target Triwulan | | Target Triwulan | Target Triwulan | Target Triwulan
Konversi 1l 1} v
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL




SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai Inspektorat Wilayah |
kewenangan Inspektorat Wilayah |

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
ISK 1563.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksipeningkatan maturitas penyelenggaraan Target 2024

SPIP terkaitefektifitas pengendalian korupsi pada 90%
Inspektorat Wilayah |

DEFINISI
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas
kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang
ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” "» (a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi
(IEPK) sebagai “Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah |

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah |

FORMULA / CARA MENGHITUNG
C_________________________________________________________________________|

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =



Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah | yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah |

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas
pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah | yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas
pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah |
menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah |

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah |

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat
disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian
korupsi
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen
komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian
korupsi



3. Alokasi ISK 1563.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah |
diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah | setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan

evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1563.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM,
evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1563.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1563.3)

KONVERSI IKU
.______________________________________________________________________________

NIHIL

Indikator Target Triwulan | | Target Triwulan | Target Triwulan | Target Triwulan
Konversi 1l 1] \Y
NIHIL NIHIL NIHIL

NIHIL




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || 1KU
kewenangan Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah Il

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
ISK 1564.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Target 2024

Wilayah Il 90%

DEFINISI
-
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait

evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I1.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen
penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai
oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)

2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)

3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)
Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
x=a/b,dimana:
Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai
“‘Pembilang” »(a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
Wilayah |

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah |l




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham
sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah |l yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah I

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah Il pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah Il
menggunakan formula di atas.

. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana
aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah Il diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

N

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I



PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
|
Inspektorat Wilayah Il

CATATAN KHUSUS
I ———
1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:

a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian
SAKIP Kemenkumham
b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024
terkait dengan evaluasi internal
c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi
AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
pada Inspektorat Wilayah Il

KONVERSI IKU
|
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. erwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || IKU
kewenangan Inspektorat Wilayah Il Inspektorat Wilayah Il

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
ISK 1564.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP untuk komponen struktur dan proses pada
Inspektorat Wilayah Il 90%

DEFINISI
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait

evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan
salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain
Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan
Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan
Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP
yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.
Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb
Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai
“Pembilang” »(a) dan
Jumlah rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah |l

komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah I




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah Il

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah Il yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah | menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah Il



CATATAN KHUSUS
I ——
1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan

proses dapat disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah
satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses.

3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah
| diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah
Il

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan 1l Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. erwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || IKU
kewenangan Inspektorat Wilayah Il Inspektorat Wilayah Il

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
ISK 1564.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah
Il 90%

DEFINISI
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait

evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan

manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari

perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;

2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen
Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan

3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi

Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti

sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP

Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai

“‘Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi Inspektorat Wilayah I
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait

manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Il




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Il

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah
menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah Il

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah Il



CATATAN KHUSUS

I ———
1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen

struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko
Indeks
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian
dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIPuntuk Manajemen Risiko
Indeks

3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat
Wilayah Il diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko
pada Inspektorat Wilayah Il

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. erwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || 1KU
kewenangan Inspektorat Wilayah |l Inspektorat Wilayah Il

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
ISK 1564.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Target 2024
Inspektorat Wilayah Il 90%

DEFINISI
I ———
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah
Il.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas
kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK
dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang
ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi
(IEPK) sebagai “Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah |l

efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah II




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah |l

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah Il menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah Il

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah Il

CATATAN KHUSUS



1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat
disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks
efektifitas pengendalian korupsi
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian
dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks
efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1564.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada
Inspektorat Wilayah Il diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah Il setelah
dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1564.1),
kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1564.2),
dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1564.3).

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan 1l Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai IKU
kewenangan Inspektorat Wilayah Il Inspektorat Wilayah IlI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1565.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan
rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal

Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
. Target 2024
Wilayah Il

90%

DEFINISI
|

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah 1.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen
penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai
oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah). Evaluasi
akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)

2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)

3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

x =a/ b, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai
“‘Pembilang” »(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah Il

Wilayah 11l




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham
sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah Ill yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai

kewenangan Inspektorat Wilayah Il

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah Ill pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah Il
Imenggunakan formula di atas.

. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana
aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah Il diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
di lingkungan Inspektorat Wilayah lII.

o

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah lI



PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
|
Inspektorat Wilayah IlI

CATATAN KHUSUS
|

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian
SAKIP Kemenkumham
b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait
dengan evaluasi internal
c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal

. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019

. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi
AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
pada Inspektorat Wilayah Il

W N

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai .

I ktorat Wilayah Il
kewenangan Inspektorat Wilayah Il nspextorat ¥iaya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)
ISK 1565.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan

SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Target 2024

Inspektorat Wilayah IlI 90%
DEFINISI

|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah
M.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan
salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain
Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan
Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

b. Penilaian risiko

c. Kegiatan pengendalian

d. Informasi dan komunikasi

e. Pemantauan
Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP
yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian. Untuk
menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai
“‘Pembilang” dan Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait
Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses
sebagai “Penyebut”



BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah IlI

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah |l

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk

komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IlI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah Ill yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah lII.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah | menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah IlI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah Il



CATATAN KHUSUS
|

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan
proses dapat disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah
satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses.

3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah
[l diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah
[l

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB
SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai .

I ktorat Wilayah Il
kewenangan Inspektorat Wilayah Il nspexlorat ¥iraya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1565.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan

SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Target 2024

1] 90%

DEFINISI
I ———
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah lI.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari
perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen
Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan

3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.
Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti
sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai
“Penyebut”. »(b) sebagai “Penyebut”

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN SUMBER DATA

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi Inspektorat Wilayah Il
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Ill




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Ill yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah Il

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah 11l yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah
menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah IlI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IlI

CATATAN KHUSUS



1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen
struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian
dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko
Indeks

3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat
Wilayah Ill diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko
pada Inspektorat Wilayah lll

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB
SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai .

I ktorat Wilayah Il
kewenangan Inspektorat Wilayah Il nspexlorat ¥iraya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1565.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan
rencana aksipeningkatan maturitas penyelenggaraan

SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Target 2024

Inspektorat Wilayah IlI 90%

DEFINISI
I ———
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah
1]
Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas
kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi
Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :
X=alb
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang
ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” »(a) dan
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi
(IEPK) sebagai “Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah IlI

efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah 11l




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjut
x 100%
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah Il

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah Il yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah lII.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah Ill menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah Il

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Inspektorat Wilayah IlI



CATATAN KHUSUS
|

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat
disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen

indeks efektifitas pengendalian korupsi
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian
dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks
efektifitas pengendalian korupsi

3. Alokasi ISK 1565.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada
Inspektorat Wilayah lll diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah Il setelah
dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1565.1),
kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK
1565.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK1565.3).

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses




SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai .

I ktorat Wilayah 1V
kewenangan Inspektorat Wilayah 1V nspetorat ¥iaya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1566.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan
rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal

Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Target 2024

Wilayah IV 90%

DEFINISI
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait

evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah 1V

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen
penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai
oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)

2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)

3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

x =a/b, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai
“Pembilang” »(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi
Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
Wilayah IV

SUMBER DATA
Inspektorat Wilayah IV




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham
sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah 1V

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah 1V yang ditindaklanjuti.

. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah IV pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV
menggunakan formula di atas.

. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana
aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
di lingkungan Inspektorat Wilayah IV).

N

o

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV



PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
|

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan
penilaian SAKIP Kemenkumham
b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait
dengan evaluasi internal
c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal

2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019

3. Alokasi ISK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi
AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
pada Inspektorat Wilayah 1V

KONVERSI IKU
]
Indikator Target Target Target Target
Konversi Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses







SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1566 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai IKU :
kewenangan Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1566.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan Target 2024
SPIP untuk komponen struktur dan proses pada 90%
Inspektorat Wilayah IV

DEFINISI IKK

_______________________________________________________________________________________________________________|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah IV.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan
salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain
Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan
Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan
Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP
yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.
Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang di tindak lanjuti sebagai
“‘Pembilang” »(a)
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut”
> (b)



BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi ¥ SUMBER DATA

peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk

komponen struktur dan proses pada Inspektorat 5

Wilayah IV
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk

komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk

komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah IV yang
ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah IV menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV




PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1.

Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan
proses dapat disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP untuk komponen struktur dan proses.

Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada
Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP
pada Inspektorat Wilayah 1V

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA 5. PENANGGUNG JAWAB
SK 1566 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai Inspektorat Wilayah 1V

kewenangan Inspektorat Wilayah 1V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1566.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan Target 2024

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan 90%
SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah °
v

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari
perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:
1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen
Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti
sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai
“‘Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait || Inspektorat Wilayah [V
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah 1V yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah
menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV



CATATAN KHUSUS

|
1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen

struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
untuk Manajemen Risiko Indeks

3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks
pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan
Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai IKU

kewenangan Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Wilayah IV
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1566.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan

SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada

Inspektorat Wilayah IV 90%

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah IV.
Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas
kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang
ditindaklanjuti sebagai “Pembilang”» (b) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi
(IEPK) sebagai “Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang
ditindaklanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah IV menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV



CATATAN KHUSUS
.

1.

Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat

disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen
indeks efektifitas pengendalian korupsi

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

Alokasi IKK 1.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada
Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah IV
setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP
(IKK1.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan
terkait (IKK1.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (IKK1.3).

KONVERSI IKU
|

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK.1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat 90%

Wilayah V

DEFINISI IKK
-
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait

evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen
penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai
oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)

2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)

3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

x =a/ b, di mana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai
“‘Pembilang” »(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
Wilayah V

Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG
.

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =



Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham
sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah V

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah V yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah V pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
Wilayah V menggunakan formula di atas.

4. Untuk alokasi pencapaian target IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah V diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu
LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah V

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



CATATAN KHUSUS
|
1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:

a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan
penilaian SAKIP Kemenkumham
b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait
dengan evaluasi internal
c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi
AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI IKU
C__________________________________________________________________________

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1567 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || IKU
kewenangan Inspektorat Wilayah V Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan Target 2024
SPIP untuk komponen struktur dan proses pada 90%

Inspektorat Wilayah V

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah V.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan
salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain
Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan
Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan
Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP
yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.
Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai
“Pembilang” »(a) dan
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut”
»(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah V

Inspektorat Wilayah V




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1.  Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah V yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah | menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan

proses dapat disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP untuk komponen struktur dan proses.

3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada
Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP
pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || 1KU
kewenangan Inspektorat Wilayah V Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan Target 2024

SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah 90%
Vv

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari
perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:
1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen
Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti
sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai
“‘Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN
Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi SUMBER DATA

peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait || Inspektorat Wilayah V
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah
menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen
struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
untuk Manajemen Risiko Indeks

3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks
pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan
Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai IKU

kewenangan Inspektorat Wilayah V Inspektorat Wilayah V
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan

SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada

Inspektorat Wilayah V 90%

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah V.
Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas
kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang
ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” »(b) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi
(IEPK) sebagai “Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah V

Inspektorat Wilayah V




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah V menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



CATATAN KHUSUS
.

1.

Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat

disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen
indeks efektifitas pengendalian korupsi

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP

untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

Alokasi IKK 1.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan

maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada

Inspektorat Wilayah V diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah V

setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP

(IKK1.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan

terkait (IKK1.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (IKK1.3).

KONVERSI IKU
|

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) PENANGGUNG JAWAB

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan IKU
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah VI

Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
ISK 1568.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Target 2024
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat 90%
Wilayah VI

DEFINISI IKK

-
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen
penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai
oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)

2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)

3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai beriku :

x =a/b, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai
“‘Pembilang” »(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi
akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal
Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
Wilayah VI

Inspektorat Wilayah VI




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham
sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah VI

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti.

2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai
kewenangan Inspektorat Wilayah VI pada Road Map penajaman Reformasi
Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat
Wilayah V menggunakan formula di atas.

4. Untuk alokasi pencapaian target IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan
Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu
LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah VI

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan
penilaian SAKIP Kemenkumham
b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait
dengan evaluasi internal
c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi
AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP
pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan || PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || 1KU
kewenangan Inspektorat Wilayah VI Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan Target 2024
SPIP untuk komponen struktur dan proses pada 90%
Inspektorat Wilayah VI

DEFINISI IKK

|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah VI.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan
salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain
Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan
Kapabilitas APIP.
Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan
Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP
yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.
Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:
X=alb
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai
“Pembilang” »(a) dan
Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut”
»(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah VI

Inspektorat Wilayah VI




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah VI yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk
komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat
Wilayah VI menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



CATATAN KHUSUS
. ________

1.

Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan
proses dapat disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP untuk komponen struktur dan proses.

Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada
Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP
pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI IKU
|

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1568 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan | | PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai || 1KU
kewenangan Inspektorat Wilayah VI Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.3
Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi Target 2024
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait 90%

manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari
perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:
1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen
Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti
sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai
“‘Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait || Inspektorat Wilayah VI
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah
menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen
struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko

Indeks

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP
untuk Manajemen Risiko Indeks

3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks
pada Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan
Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1568 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan PENANGGUNG JAWAB
evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai IKU

kewenangan Inspektorat Wilayah VI Inspektorat Wilayah VI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan

SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada

Inspektorat Wilayah VI 90%

DEFINISI IKK
|
Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah VI.
Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas
kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi

2. Penerapan strategi pencegahan

3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi
Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang
ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” »(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP
Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi
(IEPK) sebagai “Penyebut”. »(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi || SUMBER DATA
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah VI

Inspektorat Wilayah VI




FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI

x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI yang di tindak lanjuti.

2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI.

3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat
Wilayah VI menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



CATATAN KHUSUS
.

1.

Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat

disusun dengan mengacu pada:

a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen
indeks efektifitas pengendalian korupsi

c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP

d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP

untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

Alokasi IKK 1.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan

maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada

Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah VI

setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP

(IKK1.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan

terkait (IKK1.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (IKK1.3).

KONVERSI IKU
|

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



SASARAN KEGIATAN (SK) _ PENANGGUNG JAWAB
SK 1569 Meningkatnya  kapabilitas  APIP IKU
Kemenkumham

Sekretariat Inspektorat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) Jenderal

ISK 1569.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP
Kementerian Hukum dan HAM

85%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas
APIP di Kementerian Hukum dan HAM (6 Layanan KAPIP).
Nilai Kapabilitas APIP merepresentasikan kemampuan APIP untuk melaksanakan
aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga
dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya
secara efektif. (Peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021)
Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:
1. Komponen dukungan pengawasan (enabler) (60%), yang terdiri dari 5 (lima)
elemen, yaitu:
a. Elemen-1 Pengelolaan SDM (30%);
b. Elemen-2 Praktik profesional (30%);
c. Elemen-3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%);
d. Elemen-4 Budaya dan hubungan organisasi (10%); dan
e. Elemen-5 Struktur dan Tata Kelola (20%).
2. Komponen aktivitas pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result)
(40%), yang terdiri dari elemen peran dan layanan APIP. (Elemen-6)

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

X=alb

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
yang ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” »(a) dan

Total rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Hasil Penilaian
Kapabilitas APIP sebagai “Penyebut”. »(b)



BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

- T —eKamot — — SUMBER DATA
aporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi -
peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan ?::éeet;ﬁlat Inspektorat

HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Kapabilitas APIP =

Jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti 100%
x 0

Total rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti.
Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP.

Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas
APIP menggunakan formula di atas.

w N

LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
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PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

1.

N

Penanggung jawab dalam penilaian Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:
- Inspektorat Wilayah | (Elemen |. Pengelolaan SDM)

- Inspektorat Wilayah Il (Elemen Il. Praktik Profesional)

- Inspektorat Wilayah Il (Elemen Ill. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)

- Inspektorat Wilayah IV (Elemen IV. Budaya dan Hubungan Organisasi)

- Inspektorat Wilayah V (Elemen V. Struktur Tata Kelola)

- Inspektorat Wilayah VI (Elemen VI. Peran dan Layanan APIP)

- Kordinator: Inspektorat Wilayah | dan Kelompok Substansi Kepagawaian)

. Alokasi anggaran IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi

peningkatan  kapabiltas APIP Kemenkumham diperoleh dari Anggaran
Pengembangan Sumber Daya Manusia APIP pada RO EBC.954.Layanan Manajemen
SDM Internal.

KONVERSI IKU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



PENANGGUNG JAWAB

SASARAN KEGIATAN (SK) IKU
SK. 1569 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Sekretariat Inspektorat
Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1569.2 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Target 2024 ‘

Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal 100%

DEFINISI IKK
|
Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road

Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024
sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

X=alb

Jumlah rencana aksi Reforrmasi Birokrasi Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
sebagai “Pembilang” dan

Total rencana aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal sebagai “Penyebut”.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada Road
Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat
Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG
% Pelaksanaan Ren. Aksi RB =

Rencana aksi RB terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti

X 100%
Total rencana aksi RB terkait Inspektorat Jenderal °

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
|
1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan

kewenangan Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.

2. Ambil data jumlah rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan
Inspektorat Jenderal.

3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup
Inspektorat Jenderal, dengan formula diatas
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LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
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PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Roadmap Reformasi
Birokrasi 2020-2024

2. Alokasi anggaran untuk IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal Kemenkumham diperoleh dari
alokasi seluruh anggaran RO pada Sekretariat ITJEN setelah dikurangi alokasi
anggaran pada RO EBC.954.Layanan Manajemen SDM Internal.
Alokasi RO Layanan Sekertariat ITJEN Meliputi :

EBA.956 | Layanan BMN

EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

EBA.959 | Layanan Protokoler

EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja

EBA.962 | Layanan Umum

EBA.963 | Layanan Data dan Informasi

EBA.994 | Layanan Perkantoran

EBB.951 | Layanan Sarana Internal

EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran

EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi




EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan

EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

CAN.001 | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITJEN

CCL.001 | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

FAB.001 | Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Unit Inspektorat Jenderal

KONVERSI IKU

Persentase
Pelaksanaan Rencana
Aksi Reformasi 100% 100% 100% 100%
Birokrasi di lingkup
Inspektorat Jenderal
Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU p